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ABSTRAK 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan ini sudah 
diakui oleh negara, yang sebelumnya belum diakui dan tidak memiliki kepastian hukum 

bagi pemeluk aliran kepercayaan. Diakuinya penghayat kepercayaan ini sebagai agama 

memberikan angin segar bagi seluruh penganut aliran penghayat kepercayaan yang ada di 

Indonesia, dengan syarat bahwa aliran yang dianut sudah terdaftar di Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Kependudukan yang mana dalam peraturan ini mengatur segala bentuk 

administrasi dan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi golongan aliran penghayat 

kepercayaan. Salah satu aliran yang sudah terdaftar dan diakui oleh pemerintah adalah 

Aliran Penghayat kepercayaan Sapta Darma, aliran ini pertama kali berkembang di Pare, 

Kediri Jawa Timur pada Tahun 1952 dibawa oleh Panutan Agung Sri Gutama, dilegalkan 

dalam badan hukum pada Tahun 1959 yang kemudian berkembang hingga Temanggung 

Jawa Tengah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(Field Research), mengunakan metode penelitian sosiologi hukum. Tempat penelitian 

berada di Dinas Pencatatan Sipil dan di Kaloran, Kalisat, Kabupaten Temanggung, subjek 

penelitian ini yaitu narasumber atau informan seperti Ibu Fita selaku Deksi Pencatatan 

Perkawinan (Catatan Sipil Temanggung), serta Bapak Waldi selaku ketua pemuka agama 

aliran kepercayaan Sapta Darma. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan 

analisis Peraturan Pemerintah, adapun teknik pengumpulan data data yang digunakan 

yaitu, Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 

Penelitian ini menunjukan proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan 

Sapta Darma yang ada di Temanggung, dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten 

Temanggung, untuk syarat dan mekanisme tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. 

Perkawinan ini dilakukan sesuai adat terlebih (perkawinan nur). kendala hukum yang 

timbul dalam pencatatann perkawina penghayat kepercayaan Sapta Darma ini, antara lain 

kurangnya pemuka penghayat yang memiliki SK untuk menikahkan dari 200 pengikut 

dan tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten Temanggung, maka akan sulit jika yang 

memiliki SK hanya dua orang saja. Serta batas waktu 60 hari untuk mencatatkan 

perkawinana dirasa kurang efektif karen beberapa kendala yang timbul, seperti surat 

pemberkatan yang belum jadi dikarenakan pemuka penghayat kepercayaan yang hanya 

berjumlah dua orang saja. Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang 

harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang 

telah menikah sesuai adat kepercayaan Sapta Darma ini belum bisa mencatatkan 

perkawinanya. 

 

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Sapta 

Darma 
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MOTTO 

 

 
“ Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan, Melainkan 

Menguji Kekuatan Akar” 

 

-Ali bin Abi Thalib - 
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Kedua orang tua tercinta, ibu (Umriyah) sebagai wanita yang paling tulus 
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hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung 
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Untuk semua sahabat saya yang selalu memberi hal positif dan memberi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز
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 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Ki ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wawu W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء
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 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 
 

fatḥah A A 

 
 Kasrah I I 

 
 

ḍamah U U 

 

Contoh: ك ب 

  َ
 ت

-kataba ذ  هبَ   ي - yażhabu 

                         fa„ala- عل  َ   ف

  َ َ  ل  سئ
– su'ila 

 
 

2) Vokal rangkap (diftong) 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

   َ  
يَ  

 

Fatḥah dan ya Ai a dan i 

و   َ      

  َ  

Fatḥah dan 

wawu 

Au a dan u 

Contoh: ف 

3. Maddah 

 ك
  َ

 ي

- kaifa ول  ه – haula 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

Tanda dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 
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 ...ا…

 

fatḥah dan alif 
 

Ā 
a dan garis di 

atas 
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َ  ي   …. 
 

Kasrah dan ya 
 

Ī 
i dan garis di 

atas 

َ   و ---  َ -- 
ḍamah dan 

wawu 

 

Ū 
u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 qīla - ليَ   qāla - لاق

َ  رمى  - ramā                         يقول – yaqūlu 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 

1) Ta  marbūṭah hidup 

ta  marbūṭah  yang  hidup  atau  mendapatkan  ḥarakatfatḥah,  kasrah  dan 

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbūṭah mati 

Ta  marbūṭah  yang  mati  atau  mendapat  ḥarakat  sukun,  transliterasinya 

adalah /h/. 

3) Kalau  pada  suatu  kata  yang  akhir  katanya  tamarbūṭah  diikuti  oleh  kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 

contoh: 
 

 Rauḍah al-Aṭfāl لافط لأا ةضور

 al-Madīnah al-Munawwarah ةرلنوما ةيندلما

 Ṭalḥah طلحة

5. Syaddah (tasydid) 

 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 
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انبَ    rabbanā -ر 
 

َ  زل  َ  nazzala –ن 

 

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung. 

Contoh: 

 

لجرلا  - al-rajulu 

 

ملقلا    - al-qalamu 

 

7. Hamzah 

 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

 

Hamzah di awal اكل Akala 

Hamzah di tengah تأخذون ta‟khuz|ūna 

Hamzah di akhir ءوَ  نلا an-nau‟u 

8. Penulisan Kata 

 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; 

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 

penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

 
ينقزالراريخ لوه  هللا  ناو         :  wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

 
ناليزماو للكيا  اوفواف                       : fa aufū al-kaila waal-mīzan 

 
9. Huruf Kapital 

 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. 

Contoh: 

 

 .Wa māMuḥammadun illā rasūl ل وسر الا دحمامو

 Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn ينلبما قفالاب هار دقلو
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkawinan merupakan masalah yang esensial dalam kehidupan 

manusia, sebab perkawinan tidak hanya sebatas ikatan untuk membentuk 

keluarga melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Akan tetapi 

secara Agama, perkawinan sebagai ibadah yang merupakan ikatan yang sangat 

kuat baik dengan sesama manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa bertujuan 

untuk memperoleh keturunan guna mempertahankan generasi.1 Dilihat dalam 

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat di 

definisikan perkawinan sebagai berikut : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

 

Dalam bunyi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa arti dan tujuan dari perkawinan menurut 

Undang-Undang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan sendiri 

adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai Negara yang 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini antara perkawinan dan 

agama sangat erat kaitannya karena tidak hanya jasmani saja tetapi rohani atau 

1 Wasman & Wadah Nuromiyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:  
Perbandingnan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29. 
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keagamaan juga sangat berperan penting dalam sebuah perkawinan. Di 

Indonesia peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan 

terdapat dalam Undang-Undang No, 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materil di 

Pengadilan Agama. Serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Perkawinan sendiri merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, 

oleh karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara jelas. Suatu 

perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan 

bahwa: 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dapat diartikan bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak 

terpisahkan, sehingga semua agama atau kepercayaan mengatur masalah 

perkawinan, pada dasarnya setiap agama menginginkan perkawinan antara 

seorang pria dan wanita yang satu agama (kepercayaan). Negara Indonesia 
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sendiri adalah negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk 

memilih dan memeluk suatu agama bahkan kepercayaan yang diyakini tanpa 

ada paksaan dari pihak mana pun. Agar suatu perkawinan diakui oleh negara 

maka harus dilangsungkan menurut masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya 

harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum 

Indonesia.2 

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu 

perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau 

tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatat 

maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula akibat hukum 

yang timbul dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat di dalam suatu 

daftar khusus yang telah disediakan. Pencatatan perkawina bertujuan untuk 

menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi lebih jelas, baik bagi yang 

bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, dan dapat dibuktikan 

dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat 

digunakan dimanapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik dengan 

adanya surat bukti ini maka perkawinan harus dicatatkan.3 

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan calon suami 

istri yang beragama Islam dapat dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan 

Perkawinan di Knator Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

 
 

 
54-55. 

2 Wahyuni, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 

 
3Mulyadi,   Hukum   Perkawinan   Indonesia   (Semarang:   Badan   Penerbit   Universitas 

Diponegoro, 2008), hlm. 10. 
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Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. 

Namun bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaan selain agama Islam yakni bagi mereka yang beragama Kristen, 

Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu serta seluruh aliran kepercayaan 

(Penghayat Kepercayaan) yang telah diakui oleh pemerintah yang termuat 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2019 2019 tentang Pelaksana 

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. 

Proses dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama 

selain Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Kependudukan, dalam hal ini penulis lebih berfokus tentang pencatatan 

perkawinan bagi Aliran Penghayat kepercayaan yang ada di Temanggung. 

Peraturan ini termuat dalam BAB VI Pasal 39-40, dalam Pasal 39 ini terdapat 

dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa perkawinan bagi aliran penghayat 

kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan 

pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan 

perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah ditunjuk dan 

memiliki SK resmi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemuka 

agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah terdaftar dan 

menandatangani surat yang ada. Dalam Pasal 40 Ayat 1 dan 2 menjelaskan 

tentang tata cara pencatatan perkawinan pengahyat kepercayaan melalui Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya 
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petugas pencatatan memberikan formulir untuk diisi oleh pasangan suami- 

istri, persyaratan perkawinan sama halnya dengan agama lainnya hanya saja 

untuk penghayat kepercayaan ini pencatatan dilakukan di melalui Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil sama halnya dengan agama selain Islam 

lainnya.4 

Setelah diakuinya penghayat kepercayaan oleh pemerintah maka 

penganut aliran pengahyat kepercayaan ini sudah diakui oleh Undang-Undang 

yang ada di Indonesia yang sebelumnya belum diakui keberadaannya, 

diakuinya penghayat kepercayaan ini maka status Agama dalam KTP tidak 

lagi kosong. Diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini telah sesuai dengan 

UUD NRI Tahun 1945 hal ini telah dijelaskan mengenai hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan, terdapat dalam Pasal 29 Ayat 2  yang 

menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan 

kepercayaan itu. Pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama resmi di 

Indonesia ini juga sangat memberikan manfaat terhadap para penganut 

penghayat kepercayaan antara lain, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak 

kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. 

Sesuai dengan data yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kab. Temanggung ada sekitar 187 

penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementrian pusat dari total sekitar 70 

 

 

 
 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan 
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kabupaten kota yang ada di Indonesia.5 Dari data 70 kabupaten kota ini salah 

satunya adalah kabupaten Temanggung, ada sekitar 9 aliran kepercayaan yang 

berkembang di kota Temanggung saat ini antara lain seperti, Subud, Sapta 

Darma, Mardikan Santoso Budi, Sumarah, Hidup Betul, Palang Putih 

Nusantara, Cahaya Buana, Adem Hati, dan Paguyuban Dewi Sri Sindori 

Sumbing. Dari 9 aliran ini hanya beberapa yang sudah terdaftar dan salah 

satunya aliran kepercayaan kebatinan Sapta Darma yang mana aliran ini 

berkembang di Daerah Temanggung, Jawa Tengah tepatnya di Desa 

Kalimanggis, Kaloran, kabupaten Temanggung.6 

Dari sekitar 187 aliran kepercayaan yang telah terdaftar di kementrian 

salah satunya adalah aliran Sapta Darma dan masih banyak lagi aliran yang 

lainnya. Namun tidak sedikit aliran kepercayaan yang belum mendaftaran 

kepada kementrian yang bersangkutan ini membuat catatan sipil hanya bisa 

mencatatkan aliran yang telah disahkan oleh pemerintah dan memiliki SK. 

Kendala masih banyaknya aliran kepercayaan yang belum terdaftar membuat 

catatan sipil belum bisa bekerja secara maksimal, kurangnya pemahaman dan 

minimnya informasi membuat beberapa aliran kepercayaan masih enggan 

mendaftarkan organisasinya kepada kementrian. Banyak penghayat 

kepercayaan yang masih belum bisa menerima aturan yang berlaku membuat 

para penganut penghayat kepercayaan ini hanya menikah dibawah tangan atau 

hanya menikah dengan cara dan adat mereka masing-masing dan kurangnya 

keterbukaan  para  pemuka  aliran  kepercayaan  ini  membuat  banyak  proses 

5 Wawancara dengan Siswanto 6 Oktober, 2020, jam 09:30 WIB, ketua deksi perkawinan. 
6 As‟ad El Hafid “Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia” (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), hlm 53. 
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7 
Wawancara dengan Fita pada tanggal 6 Oktober 2020, jam 10:30 WIB, staf deksi 

perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

pencatatan terhambat karena minimya informasi dan meraka mempunyai 

tradisi sendiri tentang tata cara perkawinan yang mereka yakini.7 

Adapun aliran yang sudah terdaftar dan memiliki SK dari pemerintah 

ini antara lain adalah aliran kepercayaan kebatinan Sapta Darma aliran ini 

sudah ada sejak jaman dulu. Sapta Darma adalah ajaran kerohanian atau 

kebatinan pertama yang lahir dan berkembang di Mojokerto Pare Kediri Jawa 

Timur pada tanggal 27 Desember 1952 yang kemudian dilegalkan dalam 

badan hukum pada tanggal 17 Mei 1959 dan kemudian dibentuk organisasi 

yang disebut persatuan warga Sapta Darma atau Persada pada tanggal 27 

Desember 1986 di Jogjakarta ajaran Sapta Darma ini dibawa oleh harjoseputro 

yang kemudian bergelar panutan Agung Sri gutama. Aliran yang sudah 

terdaftar ini sangat dilindungi haknya oleh Undang-Undang antara lain adalah 

hak tentang administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan 

perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil 

untuk aliran kepercayaan ini sebelumnya harus ada surat pemberkatan dari 

pemuka agama aliran yang bersangkutan, dimana dalam surat pemberkatan 

tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami istri ini sudah menikah secara 

adat kepercayaan terlebih dahulu. Hal ini sebagai data yang dibutuhkan 

catatan sipil untuk pembuatan akta perkawinan. 

Adapun persoalan yang muncul setelah diakunya penghayat 

kepercayaan ini adalah pemuka agama dari organisasi kepercayaan yang 

bersangkutan tidak bisa mengeluarkan surat pemberkatan untuk pasangan 
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8 
Wawancara dengan Fita pada tanggal 8 Desember 2020, jam 12:30 WIB, staf deksi 

perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

suami istri yang telah menikah dengan tata cara adat yang berlaku. Alasan 

pemuka agama tidak dapat mengeluarkan surat pemberkatan yaitu karena 

pasangan ini hanya menikah dibawah tangan saja atau nikah siri. Pada tahun 

2020 ada kurang lebih 110 pasangan yang telah menikah tetapi masih belum 

mencatatkan perkawinannya ke Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten 

Temanggung. Banyak alasan bagi pasangan suami istri mengapa belum 

melaporkan selain permasalahan tidak adanya surat pemberkatan yang 

diterbitkan masyarakat masih kurang sadar akan akibat hukum yang timbul 

bagi keberlangsungan kehidupan jika tidak mencatatkan perkawinan ke dinas 

pencatatan terdekat. Penghayat kepercayaan yang belum mendaftarkan 

alirannya ke dinas terkait maka tidak bisa mencatatkan perkawinan di Dinas 

Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota karena belum ada SK untuk pemuka 

memberikan surat pemberkatan kepada calon suami atau istri.8 

Dengan diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini bisa membuka 

kesadaran para penganutnya agar terlindungi secara hukum, tetapi dalam 

kenyataanya masih belum berjalan dengan baik. Kurangnya kesadaran dalam 

hukum membuat para masyarakat acuh akan hal administrasi kependudukan 

seperti pencatatan perkawinan yang harusnya dicatatkan setelah mereka 

menikah. Dalam PP No 40 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa maksimal 

pencatatan 60 hari setelah melangsungkan perkawinan, akan tetapi masih 

banyak yang belum mencatatkan perkawinannya. Dinas pencatatan sipil 

memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk mencatatkan 
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perkawinannaya walaupun usia perkawinan sudah 1-5 tahun, asalkan mereka 

masih menyimpan surat pemberkatan yang diberikan oleh pemuka agama pada 

saat mereka menikah. Banyak dampak yang timbul jika sebuah perkawinan 

tidak dicatatkan kepada dinas terkait antara lain berpengaruh kepada akta 

kelahiran anak, akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya belum 

dicatatkan atau sah secara negara maka ada tanda tulisan di belakang akta 

“Perkawinan belum tercatat secara Perundang-Undangan yang berlaku”. 

Maka pentingnya pencatatan perkawinan ini dan dilihat berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

skripsi ini dengan judul “PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT 

KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO 40 

TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten 

Temanggung). 

 

B. Definisi Oprasional 

 

1. Penghayat Kepercayaan. 

 

Sebuah tradisi atau kepercayaan yang berkembang di dalam 

masyarakat Indonesia yang ada di setiap etnis dan menjadi budaya lokal. 

Seiring berkembangnya zaman budaya lokal ini menjadi sebuah 

kepercayaan yang berkembang hingga saat ini dan tersebar luas di setiap 

pulau. Penghayat kepercayaan ini sudah diakui agama oleh pemerintah 

jadi setiap penganut aliran kepercayaan ini dilindungi haknya oleh 

Undang-Undang. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

2. Aliran kebatinan Sapta Darma 

 

Sebuah aliran kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat, 

yang berupa nilai-nilai kehidupan berdasarkan keyakinan batin. Dari 

beberapa aliran yang berkembang memiliki cara untuk beribadah sendiri- 

sendiri, salah satunya aliran kebatinan Sapta Darma ini yang media 

beribadahnya menggunakan cara media mediasi kebatinan. Aliran ini 

berkembang pesat diseluruh Indonesia khusunya di daerah Temanggung 

Jawa Tengah ini. 

3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Kependudukan 

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang segala kegiatan 

administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP, Akta kelahiran 

maupun perkawinan, serta segala bentuk kegiatan kependudukan lainnya. 

Sebagai peraturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat Non Islam 

untuk mencatatkan perkawinannya termasuk aliran penghayat kepercayaan 

yang ada di Indonesia. 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dalam PP No. 

 

40 Tahun 2019? 

 

2. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kebatinan 

Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung? 



11 
 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana kendala hukum yang ada dalam pencatatan perkawinan 

penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten 

Temanggung? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian. 

 

Penulisan ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjawab 

permasalahan serta memberikan pengertian lebih dalam mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan proses dan pencatatan perkwinan bagi penghayat 

kepercayaan. 

a. Untuk mengetahui tentang proses dan tata cara pencatatan perkawinan 

penghayat kepercayaan Sapta Darma. 

b. Untuk mengetahui legalitas pencatatan perkawinan penghayat 

kepercayaan Sapta Darma di Catatan Sipil Kabupaten Temanggung. 

2. Manfaat Penelitian. 

 

a. Memeberikan wawasan secara umum mengenai perkawinan bagi 

golongan penghayat kepercayaan dilihat dari Undang-Undang 

Perkawinan 

b. Dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis tentang perkawinan 

golongan penghayat kepercayaan. 

c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, baik kepentingan 

akademik atau sebagai bahan pengetahuan. 
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E. Kajian Pustaka 

 

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa 

buku-buku, jurnal, artikel, atau hasil studi (skripsi-tesis), yang kesemuaanya 

berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh penelitian. 

1. Skripsi yang ditulis oleh Oliviani Shahnara Universitas Indonesia yang 

berjudul “Perkawinan Penghayat kepercayaan Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang- 

undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)”. 

Skripsi tersebut membahas tentang penerapan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan penghayat 

kepercayaan serta pencatatan perkawinan dalam praktaknya di lapangan 

menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003. Dalam 

kesimpulannya Skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahasa tentang 

pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan yang ditinjau 

dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang tentang 

administrasi kependudukan yang belum mengalami perubahan pada saat 

itu, dalam isinya Undang-Undang tentang Administrasi itu hanya tertulis 

jika belum memiliki akta perkawinan maka perkawinan bias dicatatkan 

setah ada putusan pengadilan, karena pada saat itu penghayat kepercayaan 

masih belum diakui di Indonesia. Sulitnya para penganut aliran untuk 

mendapatkan perlindungan ini maka penulisan menggunakan Putusan MA 
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untuk mengetahui prakteknya dalam pencatatan perkawinan bagi aliran 

penghayat ini yang pada saat itu masih belum diakui dan memiliki 

legalitas hukum. 9 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afiif Mukhlishin Universitas Islam 

Negri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Akibat Hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap 

Perkawinan Penghayat Kepercayaan”. Skripsi tersebut membahas tentang 

akibat hukum yang timbul bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 serta 

penulis menganalisis akibat hukum setalah adanya Putusan MK tersebut 

terhadap perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. 

Kesimpulan dalam skripsi ini memiliki persamaan tentang akibat hukum 

yang tumbul setelah diakuinya aliran penghayat kepercayaan dalam KTP 

yang sebelum adanya putusan ini kolom agama dalam KTP untuk aliran 

penghayat kepercyaan adalah kosong. Dengan diakuinya agama oleh 

pemerintah maka para penganut aliran kepercayaan ini lebih leluasa dalam 

melakukan perkawinan yang sebelumnya meraka hanya bias menikah 

dibawah tangan atau hanya bisa dilakukan sesuai adat aliran kepercayaan 

masing-masing. Perbedaan dari skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini 

menggunakan putusan sebagai pedoman untuk mengetahui legalitas dari 

perkawinan aliran penghayat ini tidak membahas lebih dalam tentang 

 

9 Oliviani Shahnara, Skripsi, Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang- 

undang nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 

tentang administrasi kependudukan (Depok: UI, 2012). 
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bagaimana pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini. 
 

10 

 
 

3. Tesis yang ditulis oleh Maria Fransiska Anne Universitas Indonesia yang 

berjudul “Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat kepercayaan Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan 

Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis). Tesis ini membahas 

tentang kebebasan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan setelah 

lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

kependudukan dan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007 sebagai 

peraturan pelaksana, memberikan ruang kepada penganut aliran 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa untuk melangsungkan 

perkawinan yang sah atau dicatatkan.11 

4. Skripsi yang ditulis oleh Hani Zain Fathuri Istitut Agama Islam Negri 

Ponorogo berjudul “Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma 

diKabupaten Ponorogo Dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974. Skripsi 

ini membahas tentang pencatatan perkawinan prespektif UU perkawinan 

yang mana dalam isinya hanya sedikit mengambil beberapa pasal yang 

bisa dijadikan dasar untuk membahas permasalahan yang menjadi judul 

oleh penulis, yang menjadikan persamaan adalah bagimana aliran Sapta 

Darma ini melakukan proses dan tata cara perkawinan adat oleh pemuka 

 

10 Muhammad Afiif Mukhlishin., Skripsi, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan (Malang:UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2020) 
11 Maria Fransiska Anne, “Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang 

Perkawinan (suatu analisis yuridis) (Depok:UI, 2009). 
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agama yang mana tidak memihak agama mana pun dan memiliki prinsip 

yang dipegang secara turun temurun. Ajaran ini juga bisa menikahkan 

aliran kepercayaan lain selain Sapta Darma dalam artinya bersedia menjadi 

fasilitator untuk aliran kepercayaan yang ingin menikah. Perbedaan dari 

skripsi ini adalah penulis hanya membahas bagaimana UU No 1 Tahun 

1974 menjadi gambaran tentang perkawinan aliran kepercayaan ini dan 

tidak membahas tentang akibat hukum setelah adanya perkawinan 

(pencatatan perkawinan).12 

5. Jurnal yang ditulis oleh M. Wildan Humaidi, S.H., M.H Dosen Pengajar 

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul “Politik Hukum Atas 

Rekonsepsi Pengakuan Terhadap Agama Dan Penghayat kepercayaan 

Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia”. Jurnal ini 

membahas tentang bagaimana penghayat kepercayaan diakui di dalam 

hukum yang berlaku di Indonesia, atau diakui sebagai warga negara yang 

sah menurut hukum yang berlaku. Dalam jurnal ini juga menjelaskan 

tentang bagaimana perkembangan aliran penghayat kepercayaan yang 

sudah ada sejak abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Perkembangan aliran 

ini sangat meningkat dari tahun ketahun, dengan banyaknya penganut 

aliran kepercayaan ini tetapi pada kenyataannya pemerintah belum 

sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap aliran ini. Dapat 

dilihat bahwa negara baru mengakui adanya 6 agama (Islam, Kristen, 

Hindu, Budha, Konghucu, Katolik) untuk agama penghayat aliran 

 

12 Hani Zain Fathuri., Skripsi, “Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma di Kabupaten 
Ponorogo Dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974 (Ponorogo:2018). 
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kepercayaan ini belum sepenuhnya diakui di kolom KTP pun masih 

kosong, setelah melalui perjalanan Panjang dan adanya MK No 97/PUU- 

XIV/2016 ini maka aliran penghayat kepercayaan sudah diakui oleh 

negara sebagai agama dan memiliki kekuatan hukum.13 

Berdasarkan penelitian di atas tidak jauh beda dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan, tentang pengakuan aliran kepercayaan sebagai 

agama dan terlampir di kolom KTP. Tetapi penulis belum menemukan 

fokus penelitian tentang pencatatan perkawinan bagi golongan aliran 

kebatinan Sapta Darma ini setelah kebijakan PP No 40 Tahun 2019 

terbaru. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang garis besar 

perkawinan bagi aliran keprcayaan yang belum diakui sebagai agama dan 

akibat hukumnya khususnya di Kabupaten Temanggung ini. 

 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok yang digunakan 

penulis untuk mengembangkan penelitian ini menggunakan berbagai 

metodologi penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research), yang dimaksud adalah penelitian 

lapangan dimana peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam 

melakukan penelitian kualitatif diharapkan peneliti dapat memperoleh data 

 

13 M.Wildan Humaidi, Jurnal,“politik hukum atas rekonsepsi pengakuan terhadap agama 

dan penghayat kepercayaan dalam kontestasi politik kewarganegaraan Indonesia” (al-daulah Vol 9 

No. 1: Juni 2020) 
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maupun informasi secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.14 

Dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah para penganut aliran 

Penghayat Kepercayaan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum  

atau sering disebut penelitian lapangan, dimana peneliti mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di dalam 

masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam 

masyarakat dalam artian untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.15 

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengumpulkan data yang 

ada dilapangan tentang permasalahan pencatatan atau proses perkawinan 

aliran penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma. Kemudian 

permasalah atau kendala ini ditinjau PP No 40 Tahun 2019 tentang 

administrasi kependudukan yang mana terlampir di dalam BAB VI tentang 

tata cara pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan, 

apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. 

2. Sumber Data 

 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini 

maka peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber data Primer 
 

 

14 Abdurrahmat Fthoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT. Renita Cipta, 2006), hlm. 95. 
15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 

h.15 
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Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara) seperti wawancara, atau observasi 

dari suatu objek.16dalam hal ini data yang diperoleh adalah dari dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil daerah Temanggung serta pelaku 

perkawinan aliran penghayat kepercayaan. 

Sumber data diperoleh dengan wawancara dengan responden 

yang terpilih untuk melengkapi data yaitu, Ibu Fita selaku deksi 

pencatatan perkawinan (Catatan sipil temanggung), Bapak Waldi 

selaku pemuka agama aliran kepercayaan Sapta Dharma Bapak 

Sugiran Dan Muladi selaku ketua rohani dan wakil untuk menikahkan 

pasangan penghayat, dan pasangan suami istri yang sudah melakukan 

perkawinan menurut aliran kepercayaan, serta sekretaris yang 

mengurusi semua administrasi perkawinan. Banyaknya penduduk yang 

ada di desa kaloran ini membuat penulis hanya memilih responden 

yang memang dibutuhkan untuk memberi informasi terkait data yang 

akan digunakan sebagai bahan penelitian. Responden yang dipilih oleh 

penulis berjumlah 10 orang seperti yang sudah dijelaskan, pemilihan 

responden ini disesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan oleh 

penulis guna melakukan penyusunan skrispi. 

Pemilihan responden ini menggunakan Teknik sampling yaitu 

merupakan Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ada beberapa metode dalam pengambilam sampel. Pada 

 

16 Tatang M. Arimin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm. 130. 
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penelitian kali ini penulis menggunakan metode Sampling Purposive 

yaitu Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, dalam 

hal ini adalah penelitian tentang pencatatan perkawinan penghayat 

aliran kepercayaan sapta darma. Maka sampel datanya adalah pelaku 

perkawinan dari aliran penghayat kepercayaan sapta darma, pemuka 

agama yang bertugas menikahkan pasangan suami istri, serta Lembaga 

yang bertugas untuk mencatat perkawinan yang sudah dilaksananakan 

sesuai adat yang berlaku. Metode ini dirasa sesuai dengan penelitian 

karena pemilihan subjek didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang 

mempunyai sangkut paut dengan responden yang sesuai dengan tujuan 

peneliti atau permasalahan penelitian.17 

b. Sumber data sekunder 

 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa Qur‟an, 

Hadist, Buku, dan Majalah yang berkaitan dengan objek penelitian 

baik yang dipublikasikan atau pengumpulan data dengan berkunjung 

ke perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.18 

3. Metode pengumpulan data 

 

a) Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara sebagai 

orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai 

17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

R&D), (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm 123-124. 
18 Tatang M. Arimin, Menyusun Rencana Penelitian…, hlm 131. 
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sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara 

peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara atau petunjuk wawancara yang memuat pokok-pokok yang 

akan ditanyakan sebagai pengontrolan agar tidak terjadi pertimbangan 

masalah yang akan diteliti.19 

b) Observasi 

 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat sering ditemukan dalam metode 

penelitian lapangan. Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh 

data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, dan 

kondisi suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian.20 

c) Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk 

memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik 

dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data 

mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan-catatan, buku, jurnal 

dll.21 

 

19 Lexy J, Molwong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm 186. 
20 Febri Endra, Pedoman Metodologi Penelitian (sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 

117. 
21 Aminudin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004). hlm 32. 
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4. Metode Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses menyusun, mengelompokan data, 

mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. 

Analisis data adalah kegiatan kreatif yang tidak punya langkah-langkah 

yang rinci dan setiap penelitian mencari caranya sendiri.22 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa 

observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka. kualitatif 

berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka 

penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan yang 

terdiri dari lima bab. Adapun sistematika sebagai berikut: 

Bagian awal pada skripsi ini berisi tentang Halaman judul, Pernyataan 

Keaslian, Lembar Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Moto, 

Persembahan, Kata Pengantar, Pedoman Trasliterasi, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Bagan, Daftar Gambar serta Daftar Lampiran. 

BAB I: Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah 

yang berisi alasan mengapa penulis mengambil masalah ini, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Berisi Pembahasan mengenai Tinjauan umum tentang 

pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, dengan pembahasan sebagai 

22 I Wawan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif (bali : Nilacakra, 2018), hlm 75. 
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berikut seperti. Konsep Pencatatan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan 

Perkawinan, Manfaat dan Tujuan Pencatatan Perkawinan, Prosedur dan 

Mekanisme Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, 

dan mengenai pengertian penghayat kepercayaan serta sejarah dan macam- 

macam penghayat kepercayaan. 

BAB III: Berisi tentang gambaran umum Dinas Kependudukan 

Catatan Sipil dan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Temanggung. 

BAB IV: Berisi analisis tentang proses pencatatan perkawinan 

penghayat kepercayaan, seperti analisis pencatatan perkawinan di dalam PP 

No. 40 Tahun 2019, proses pencatatan di dalam Dinas Kependudukan dan 

kendala hukum yang terjadi dalam proses pencatatan perkawinan aliran Sapta 

Darma. 

BAB V: merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa 

penutup yang mencakup kesimpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar 

riwayat hidup



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini telah 

termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019, dalam Peraturan Pemerintah ini 

mengatur tentang tata cara perkawinana bagi aliran penghayat kepercayaan 

yang inggin melaksanaka perkawinan dapat melakukan pencatatan 

perkawinan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat 

mereka tinggal. Perkawinana bagi aliran pengahayat ini dilakukan di  

depan pemuka pengahyat kepercayaan yang sudah memiliki SK untuk 

menikahkan dan diakui oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Aliran kepercayaan yang dapat melakukan pencatatan ini juga yang sudah 

terdaftar didalam Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau dalam kata 

lain sudah terverifikasi datanya. Kemudian setelah calon pasangan 

melakukan perkawinan secara adat dengan dipimpin oleh pemuka 

pengahyat kepercayaan yang memiliki SK untuk menikahkan maka 

pasangan calon suami istri sudah sah menurut adat atau kepercayaan dan 

mendapat surat pemberkata, setelah semua selesai pemuka penghayat 

melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil bahwa telah terjadi perkawinan 

adat. 

2. Sesuai yang dapat kita lihat Proses pencatatan perkawinan penghayat 

kepercayaan Sapta Darma di Temanggung ini dilakukan di Dinas 

Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk syarat dan mekanisme 
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tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Syarat perkawinan bagi aliran 

kepercayaaan Sapta Darma ini sama halnya yang terdapat Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 6. Perkawinan ini 

dilakukan sesuai adat terlebih (perkawinan nur) bagi aliran penghayat 

Sapta Darma setelah perkawinan adat dilakukan dan sudah memiliki surat 

pemberkatan maka baru bisa melakukan pencatatan perkawinan dan 

memiliki kepastian hukum serta terlindungi hak dan kewajiban sebagai 

warga negara yang baik. 

3. Adapun kendala hukum yang timbul dalam pencatatann perkawina 

penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Temanggung, antara  

lain kurangnya pemuka penghayat yang memiliki SK untuk menikahkan 

dari 200 pengikut dan tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten 

Temanggung ini, maka akan sulit jika yang memiliki SK hanya dua orang 

saja. Serta batas waktu 60 hari untuk mencatatkan perkawinana dirasa 

kurang efektif karen beberapa kendala yang timbul, seperti surat 

pemberkatan yang belum jadi dikarenakan pemuka penghayat kepercayaan 

yang hanya berjumlah dua orang saja. Permasalahan surat pemberkatan ini 

juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat 

pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai adat kepercayaan 

Sapta Darma inibelum bisa mencatatkan perkawinanya. Pasagan yang 

seharusnya sudah memiliki perlindungan hukum dan segala kegiatan 

administasi kependudukan ini menjadi terhambat dikarenakan perkawinan 

mereka belum dicatatkan. 
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B. Saran 

 

1. Perlu adanya penambahan SK terkait pemuka penghayat kepercayaan 

untuk menikahkan, agar tidak terlalu lama untuk menunggu antrian 

menikah. Disamping itu pencatatan dengan batas waktu 60 hari masih 

belum efektiv meninggat beberapa hal seperti jarak tempuh, dan beberapa 

kendala yang timbul dari masyarakat. 

2. Perlunya sosialisasi terhadap peraturan baru agar para penganut aliran 

penghayat kepercayaan tidak tertinggal tentang peraturan terbaru dan tetap 

bisa mencatatkan perkawinan dan mendapatkan perlindungan hukum dan 

segala kegiatan administrasi berjalan dengan baik dan sesuai. 
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Wawancara dengan Siswanto 6 Oktober, 2020, jam 09:30 WIB, ketua deksi 

perkawinan. 
 

Wawancara dengan Fita pada tanggal 6 Oktober 2020,  jam 10:30  WIB, staf  

deksi perkawinan. 
 

Wawancara dengan Fita pada tanggal 8 Desember 2020, jam 12:30 WIB, staf 

deksi perkawinan. 
 

Wawancara dengan Siti Erna Susanti 3 mei, 2021, jam 13:45 WIB, Kepala 

Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 
 

Wawancara dengan bapak wanto, 10 mei, 2021, jam 10:45 WIB, ketua sapta 

darma temanggung. 
 

Wawancara dengan Bapak Kusnadi (Pembina Penghayat Sapta Darma), Pada hari 

selasa 31 Agustus 2021, Pukul 13:45. 
 

Wawancara dengan Bapak Wanto (Ketua Penghayat Sapta Darma), Pada hari rabu 

10 November 2021, Pukul 14:30 
 

Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 11:30 WIB, ketua deksi 

perkawinan capil temanggung 
 

Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 13:00 WIB, ketua deksi 

perkawinan capil temanggung 
 

Wawancara dengan bapak wanto, 14 desember, 2021, jam 12:3



 

 

 


